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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 122 TAHUN 2OO9

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG

DENGAN R,\I.IMAT TUFIAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAEMH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah
Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pertup
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja'
Dinas Tata Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8
Kepegawaian sebagaimana

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999:

2. Undang-Undang Nomor 17

3. Undang-Undang Nomor
Negara;

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

5.

6.

4. tlndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan,

lndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali c,liubah terakhir dengan undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasionar;

undang-undang Nomor 29 Tahun 2oo7 tentang pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai rbukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun 200s tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;

7.

8.

9.



Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Penrerintah Nomor 38 Tahun 2008:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kirrerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Ur':san Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

MEMUTUSK.AN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta:

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta;

5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten
Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta;

6. Dinas Tata Ruang yang juga disebut Dinas adalah Dinas Tata Ruang
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakaita;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.



7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta;

8. Kota'Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta;

9. Kabr.ipaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

10. Walikota adalah Walikota Kota Admirtistrasi;

11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi;

12. Suku Dinas adalah Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi;

13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Tata Ruang;

14. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta:

15. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

16. Seksi Dinas Tata Ruang Kecamatan adalah Seksi Dinas Tata Ruang
Kecamatan pada Kota Administrasi;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di
bidang tata ruang dan pertanahan.

(2) Dinas Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

(1) Dinas Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta penyelenggaraan
urusan pertanahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Tata Ruang, mempunyaifungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Tata Ruang;

b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan tugas
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota serta
penyelenggaraan urusan pertanahatt;

c. perencanaan tata ruang kota;
d. pemanfaatan tata ruang kota;
e. pengawasan dan pengendalian tah ruang kota;



f. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
g. fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
h. pelayanan di bidang tata ruang kota dan pertanahan;
i. penyelenggaraan sistem informasitata ruang kota dan pertanahan;
j. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, penerimaan
retribusitata ruang kota dan pertanahan;

k. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga
teknis di bidang tata ruang kota dan pertanahan;

L pengembangan kawasan sentra primer;
m. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang

kota dan pertanahan;
n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan

perawatan prasarana dan sarana tata ruang dan pertanahan;
o. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat

daerah;
p. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan

Dinas Tata Ruang; dan
q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelalcsanaan tugas dan fungsi.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasa! 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian;
3. Subbagian Program dan Anggaran; dan
4. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan Ruang Kota, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Makro Ruang Kota;
2. Seksi Perencanaan Pengembangan Ruang Kota dan

Pemugaran; Can

3. Seksi Perencanaan Mikro Ruang Kota.

d. Bidang Pemanfaatan Ruang Kota, terdiri dari :

1. Seksi Pengkajian Pemanfaatan Ruang Kota;
2. Seksi Pengkajian, dan Legalisasi Rancangan Ruang Kota dan

Bangunan; dan
3. Seksi Fengkajian Arsitektur dan Kualitas Ruang Kota.



e. Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Transportasi, Tata Air, dan Tata Hijau;

2. Seksi Perencanaan Sarana Kota dan Mitigasi; dan
3. Seksi Perencanaan Utilitas Kota.

f. Bidang Pengukuran dan Pemetaan, terdiri dari :

1. Seksi Pengukuran;
2. Seksi Geoinformasi dan Jaringan Data Spatial; dan
3. Seksi Pemantauan dan Penerapan Rencana Kota'

g. Bidang Tata Pertanahan, terdiri dari :

1. Seksi Tatalaksana Pertanahan;
2. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan; dan
3. Seksi Kebijakan dan Hukum Pertanahan.

h. Bidang Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota, terdiri
dari :

1. Seksi Penyuluhan;
2. Seksi Peran Serta Masyarakat; dan
3. Seksi Evaluasi Rencana Kota.

i. Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi;

j. 
.Suku Dinas Tata Ruang Kabupaten Administrasi;

k. Seksi Dinas Tata Ruang Kecamatan; dan

l. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Ruang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

' Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyaitugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang,
Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Perangkat
Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau lnstansi Pemerintahi
Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas.



Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Tata Ruang.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :

a, penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
c. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan A,nggaran (DPA) Dinas Tata Ruang;
d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang oleh
Unit Kerja Dinas;

e. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
tata ruang dan pertanahan;

f. pengoordinasian kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Unit
Kerja Dinas;

g. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas Tata Ruang;
h. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas;
i. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga

teknis;
j. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana

kerja Dinas;
k. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Dinas;
l. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Dinas;
m. pengoordinasian penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan,

akuntabilitas atau laporan lain) Dinas Tata Ruang;
n. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi Sekretariat; dan
o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat.

Pasal B

(1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan administrasi umum Dinas;

(2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dinas.



(3) Subbagian Umum mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan antara lain
meliputi penerimaan, pencatatan, pentaklikan, penomoran, stempel,
pendistribusian dan pengiriman surat, serta penyimpanan,
penelusuran dan pemeliharaan arsip;

d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

e. melal<sanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja seperti bangunan gedung dan inventaris kantor;

f. melaksanakan pengelolaan ruang rapaUruang pertemuan Dinas;
g. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Dinas;
h. melaksanakan publikasi kegiatan Dinas;
i. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris

peralatan/perlengkapan kerja Dinas;
j. menerima, menyimpan dan mendistribusikan inventaris peralatan/

perlengkapan kerja Dinas;
k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
l. menyampaikan, pencatatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian

dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk
dibukukan;

m. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang berkaitan dengan
tugas Subbagian Umum; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Umum.

Pasal 9

(1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas.

(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, pengembangan,
mutasi, pendidikan dan pelatihan pegawai;

d. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan
dan pelaporan kinerja pegawai;

e. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan,
kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;

f. menyiapkan dan memproses adn,inistrasi pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian pegawai dalam dan darijabatan;



g. menghimpun, mengolah, rnenyajikan dan memelihara data,

informasi dan dokumen kepegawaian termasuk daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan pegawai;

h. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang berkaitan dengan

tugas Subbagian Kepegawaian; dan
i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Kepegawaian.

Pasal 10

(1) Subbagian Program dan Anggaran merupakan Satuan Kerja
Sekrbtariat dalam pelaksanaan Program dan Anggaran Dinas.

(2) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Program dan Anggaran mempunyaitugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis Dinas;
d. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaarr Anggaran (DPA) Dinas Tata
Ruang;

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang oleh
Unit Kerja Dinas Tata Ruang;

f. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan
penerbitan/pencetakan S urat Perintah Mernbayar (S PM ) ;

g. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan laporan (kinerja, kegiatan dan akuntabilitas)
terhadap Unit Kerja Dinas Tata Ruang;

h. mengimpun bahan dan menyusun laporan (kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas) Dinas Tata Ruang;

i. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Dinas Tata Ruang;
j. mengoordinas;kan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
k. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,

kegiatan dan akuntabilitas) Sekretariat;
l. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan

pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran; dan
m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Program dan Anggaran.



Pasal 11

(1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dinas.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan Dinas;
d. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan

dan pengeluaran Dinas Tata Ruang;
e. menerima dan meneliti kelengkapan serta memproses Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh bendahara;
f. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan

penerbitan/pencetaka n S urat Perintah Membayar (S P M ) ;

g. menerima dan meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan
pengeluaran belanja;

h. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban
keuangan Dinas Tata Ruang;

i. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi
anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) Dinas Tata
Ruang;

j. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas;
k. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset Dinas;
l. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan

dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap Unit Kerja
Dinas;

m. melaksanakan penerimaan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan
penerimaan retribusi Dinas Tata Ruang;

n. menyusun rancangan target retribusi Dinas Tata Ruang;
o. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis

kepada bendahara;
p. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan tugas

Subbagian Keuangan; dan
q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan Ruang Kota

Pasal 12

(1) Bidang Perencanaan Ruang Kota merupakan Unit Kerja lini Dinas
Tata Ruang.

(2) Bidang Perencanaan Ruang Kota dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. 

)



Pasal 13

(1) Bidang Perencanaan Ruang Kota mempunyai tugas melaksanakan
pengkajian struktur ruang kota, menyusun rencana makro dan mikro
ruang kota, serta menyusun rencana pengembangan ruang kota
dalam rangka pembangunan baru, peremajaan, perbaikan dan
pemugaran berdasarkan aspek fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya
serta ekosistem perkotaan.

(2) Unti.rk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perencanaan Ruang Kota mempunyaifungsi :

a. penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perencanaan
Ruang Kota;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan Ruang Kota;

c. perencanaan struktur tata ruang dalarn konteks rencana rinci;
d. penyusunan rencana detail tata ruang kota dan rencana induk

kawasan tertentu:
e. penyusunan rencana pengembangan kawasan dan lingkungan

dalam rangka peremajaan, perbaikan, pemugaran dan
pemeliharaan ruang kota;

f. penyusunan peraturan zonasi;
g. pengendalian atas rencana kota;
h. penyusunan gagasan pengembangan kawasan khusus dan

strategis;
i. pengkajian dan penyusunan panduan teknis pembangunan,

standar perencanaan dan perancangan ruang kota dalam rangka
pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang kota;

j. pengkajian penyesuaian rencana zonasi;
k. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Bidang Perencanaan Ruang Kota; dan
L pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Perencanaan Ruang Kota.

Pasal 14

(1) Seksi Perencanaan Makro Ruang Kota merupakan Satuan Kerja
Bidang Perencanaan Ruang Kota melaksanakan tugas Perencanaan
Makro Ruang Kota.

(2) Seksi Perencanaan Makro Ruang Kota dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perencanaan Ruang Kota.

(3) Seksi Perencanaan Makro Ruang Kota mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perencanaan
Ruang Kota sesuai dengan lirrgkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mempersiapkan data ruang makro kota dan memberikan arahan
terhadap persebaran penduduk, pengembangan aktivitas, sistem
jaringan dan intensitas ruang;

d. menyusun rencana rincitata ruang kota;
e. menyusun rencana induk kawasan tertentu (Master Plan);



f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan Ruang Kota;
mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Perencanaan Ruang Kota;
menyiapkan bahan laporan Bidang Perencanaan Ruang Kota yang
berkaitan dengan tugas Seksi Perencanaan Makro Ruang Kota; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perencanaan Makro Ruang Kota.

Pasal 15

(1) Seksi Perencanaan Pengembangan Ruang Kota dan Pemugaran
merupakan Satuan Kerja Bidang Perencanaan Ruang Kota
melaksanakan tugas Perencanaan Pengembangan Ruang Kota dan
Pemugaran.

(2) Seksi Perencanaan Pengembangan Ruang Kota dan Pemugaran
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ruang Kota.

(3) Seksi Perencanaan Pengembangan Ruang Kota dan Pemugaran
mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perencanaan
Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menvusun panduan rancang kota (urban design guideline) danlatau
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang berisi
konsep kawasan, pola-pola penataan blok dan lingkungan
perpetakan, pola peruntukan tanah, pola intensitas bangunan, pola
ketinggian bangunan, selubung bangunan dan pola penyediaan
ruang terbuka hijau/non-hijau publik dan ruang-ruang privat yang
dimanfaatkan untuk publik, panduan pembangunan kawasan/blok/
subblok, pengelolaan kawasan dan strategi tahapan pembangunan;

d. menyiapkan kajian dan panduan rancang kota pada lingkungan
yang perlu dilindungi dalam rangka konservasi lingkungan dan
bangunan pemugaran;

e. menyiapkan kajian secara menyeluruh terhadap lingkungan yang
perlu diremajakan, diperbaiki dan/atau dilestarikan dalam rangka
revitalisasi ruang kota;

f. mengkaji dan menyusun panduan teknis pembangunan, standar
perencanaan dan perancangan ruang kota dalam rangka
pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang kota;

g. menyusun gagasan pengembangan kawasan khusus dan strategis;
h. menyiapkan bahan laporan Bidang Perencanaan Ruang Kota yang

berkaitan dengan tugas Sel<si Pengembangan Ruang Kota dan
Pemugaran; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perencanaan Pengembangan Ruang Kota dan Pemugaran.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan Ruang Mikro merupakan Satuan Kerja Bidang
Perencanaan Ruang Kota melaksanakan tugas Perencanaan Ruang
Mikro.

g.

h.

i.



(2) Seksi Perencanaan Ruang Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perencanaan Ruang Kota.

(3) Seksi Perencanaan Ruang Mikro mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perencanaan
Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun peraturan zonasi yang berisi Zoning Text dan Zoning
Mup;

d. menyiapkan pola penataan perpetakan untuk pembangunan baru
dan peremajaan yang terpadu dengan lingkungan sekitarnya;

e. mengkaji dan menyiapkan penyesuaian rencana zonasi;
f. menyiapkan bahan laporan Bidang Perencanaan Ruang Kota yang

berkaitan dengan tugas Perencanaan Ruang Mikro;
g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Perencanaan Ruang Mikro.

Bagian Kelima

Bidang Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 17

(1) Bidang Pemanfaatan Ruang Kota merupakan Unit Kerja lini Dinas
dalam pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan pemantauan ruang
kota.

(2) Bidang Pemanfaatan Ruang Kota dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Bidang Pemanfaatan Ruang Kota mempunyai tugas melaksanakan
pengkajian kelayakan pemanfaatan lahan, evaluasi pemanfaatan
lahan dan pengendalian atas pelaksanaan pemanfaatan ruang kota
dan bangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pemanfaatan Ruang Kota mempunyaifungsi :

a. penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemanfaatan
Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pemanfaatan Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pengkajian kelayakan administrasi, ekonomis dan teknis
pemanfaatan lahan dan/atau ruang kota;

d. pemantauan pemanfaatan lahan dan evaluasi kesesuaian dengan
rencana Kota;

e. pengendalian atas usulan rancangan ruang kota dan bangunan,
serta media luar ruang;

f. pengkajian atas usulan arsitektur kota dan bangunan;
g. pengendalian terhadap kualitas ruang kota;



h. pengkajian pemberiatr insentif dan pengenaan disinsentif dalam

Pemanfaatan Ruattg Kota;
i. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Bidang Pemanfaatan Ruang Kota; dan
j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Pemanfaatan Ruang Kota.

Pasal 19

(1) Seksi Pengkajian Pemanfaatan Ruang Kota melaksanakan tugas
Pengkajian Pemanfaatan Ruang Kota.

(2) Seksi Pengkajian Pemanfaatan Ruang Kota dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Kota.

(3) Seksi Pengkajian Pemanfaatan Ruang Kcta mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemanfaatan
Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Peiaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pemanfaatan Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyiapkan kajian kelayakan pemanfaatan lahan serta
mempersiapkan dan mengusulkan penilaian kelayakan atas
penggunaan tanah;

d. melakukan koordinasi dengan Unit terkait dalam rangka
penyusunan dan pengesahan izin penetapan penggunaan tanah
pada lokasi tertentu;

e. mengkaji penerapan insentif/disinsentif dalam rangka pengendalian
pemanfaatan ruang kota;

f. melakukan koordinasi dengan Unit terkait dalam rangka
pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan;

g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pemanfaatan Ruang Kota;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Pemanfaatan Ruang Kota;

i. menyiapkan bahan laporan Bidang Pemanfaatan Ruang Kota yang
berkaitan dengan tugas Seksi Pengkajian Pemanfaatan Ruang
Kota; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengkajian Pemanfaatan Ruarrg Kota.

Pasal 20

(1) Seksi Pengkajian dan Legalisasi Rancangan Ruang Kota
melaksanakan tugas Pengkajian dan Legalisasi Rancangan Ruang Kota.

(2) Seksi Pengkajian dan Legalisasi Rancangan Ruang Kota dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Kota.



(3) Seksi Pengkajian dan Legalisasi Rancangan Ruang Kota mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemanfaatan
Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pemanfaatan Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. meneliti usulan atas desain arsitektur kota dan arsitektur bangunan;
d. meneliti usulan atas rancangan ruang kota dan tapak bangunan;
e. mengkaji dan mempertimbangkan kondisi tapak dan lingkungan

sekitar serta rencana bangunan sekitar tapak terhadap usulan
rencana tata letak bangunan;

f. memproses legalisasi usulan rencana tata letak bangunan;
g. melakukan koordinasi dengan Unit terkait dalam rangka

pemantauan dan pengendalian rencana kota;
h. menyiapkan rekomendasi arsitektur kota dalam rangka

penjabarannya ke dalam usulan rencana tata letak bangunan dan
penerbitan izin mendirikan bangunan;

i. menyiapkan bahan laporan Bidang Pemanfaatan Ruang Kota yang
berkaitan dengan tugas Seksi Pengkajian dan Legalisasi
Rancangan Ruang Kota; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengkajian dan Legalisasi Rancangan Ruang Kota.

Pasal 21

(1) Seksi Pengkajian Arsitektur dan Kualitas Ruang Kota melaksanakan
tugas Pengkajian Arsitektur dan Kualitas Ruang Kota.

(2) Seksi Pengkajian dan Legalisasi Rancangan Ruang Kota dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang b'erkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Kota.

(3) Seksi Pengkajian Arsitektur dan Kualitas Ruang Kota mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemanfaatan
Ruang Kota sesuai dengan lingkup trrgasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pemanfaatan Ruang Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun pedoman teknis yang berliaitan dengan rancangan
ruang kota dan bangunan;

d. melakukan koordinasi dengan Unit terkait dalam rangka
penyusunan Amdal;

e. mengkaji penerapan konsep dan rancangan ar,sitektur ramah
lingkungan serta konsep green building;

f. mengkaji dan mengevaluasi serta merencanakan arsitektur media
luar ruang;

g. menyiapkan bahan laporan Bidang Pemanfaatan Ruang Kota yang
berkaitan dengan tugas seksi Pengkajian Arsitektur dan Kualitas
Ruang Kota; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengkajian Arsitektur dan Kualitas Ruang Kota.



Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota

Pasal 22

(1) Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota merupakan Unit
Kerja lini Dinas Tata Ruang dalam pelaksanaan perencanaan
prasarana dan sarana.

(2) Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota mempunyai tugas
melakukan analisis untuk menyusun rencana geometrik prasarana dan
utilitas serta analisis kebutuhan sarana kota, sarana sosial budaya,
ruang terbuka hijau dan mitigasi bencana termasuk petunjuk
pelaksanaannya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perencanaan Prasarana dan Sararra Kota mempunyaifungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) tsidang Perencanaan Prasarana dan
Sarana Kota:

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota;

c. perencanaan prasarana transportasi, drainase, sungai dan waduk;
d. perencanaan utilitas kota;
e. perencanaan ruang terbuka hijau dan tata air;
f. perencanaan sarana sosial budaya dan mitigasi bencana;
g. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota; dan
h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota.

Pasal 24

(1) Seksi Perencanaan Transportasi, Tate Air, dan Tata Hijau Satuan
Kefla Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan
perencanaan transportasi, tata air, dan tata hijau.

(2) Seksi Perencanaan Transportasi, Tata Air, dan Tata Hijau dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Prasarana
dan Sarana Kota.

(3) Sel<si Perencanaan Transportasi, Tata Air, dan Tata Hijau mempunyai
tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perencanaan
Prasarana dan Sarana Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota sesuai dengan lingkup
tugasnya;



c. mengkaji dan mengevaluasi serta merencanakan sistem dan pola
jaringan transportasi serta sarana pelengkapnya termasuk ruang
untuk pejalan kaki;

d. mengkaji dan mengevaluasi serta rnerencanakan pola tata air
berupa jaringan saluran makro dan mikro, pengendali banjir dan
waduk,

e. mengkaji dan nlerencanakan ruang terbuka hijau;
f. menyusun standardisasi prasarana kota;
g. menyiapkan bahan laporan Bidang Perencanaan Prasarana dan

Sarana Kota yang berkaitan dengan tugas Seksi Perencanaan
Transportasi, Tata Air, dan Tata Hijau; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perencanaan Transportasi, Tata Air, dan Tata Hijau.

Pasal 25

(1) Seksi Perencanaan Sarana Kota dan Mitigasi Satuan Kerja Bidang
Perencanaan Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan perencanaan
sarana kota dan mitigasi.

(2) Seksi Perencanaan Sarana Kota dan Mitigasi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota.

(3) Seksi Perencanaan Sarana Kota dan Mitigasi mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perencanaan
Prasarana dan Sarana Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. mengkaji dan mengevaluasi serta merencanakan fasilitas sosial
dan faslitas umum serta penyediaan ruang bagi kegiatan sektor
informal;
mengkaji dan mengevaluasi serta merencanakan penyediaan
ruang-ruang terbuka publik, ruang terbuka non hijau dan ruang
untuk mitigasi bencana dan ruang keselamatan serta sarana
pelengkapnya;
melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan pemanfaatan
dan pengendalian pemanfaatan sarana kota dengan Unit terkait;
menyusun standardisasi sarana kota;
menyiapkan bahan laporan Bidang Perencanaan Prasarana dan
Sarana Kota yang berkaitan dengan tugas Seksi Perencanaan
Sarana Kota dan Mitigasi; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perencanaan Sarana Kota dan Mitigasi.

Pasal 26

(1) Seksi Perencanaan Utilitas Kota Satuan Kerja Bidang Perencanaan
Prasarana dan Sarana dalam pelaksanaan Perencanaan Utilitas Kota.

(2) seksi Perencanaan Utilitas Kota dipimpin oleh seorang Kepala seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota.

d.

e.

f.
g.



(3) Seksi Perencanaan Utilitas Kota mempttnyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perencanaan
Prasarana dan Sarana Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan Prasarana dan Sararra Kota sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. mengkaji dan mengevaluasi serta merencanakan sistem dan pola
jaringan air minum, air limbah, pcrsampahan, sanitasi, jaringan
telekomunikasi, gas dan listrik serta jaringan sumber daya air dan
Utilitas l(ota lainnya;

d. menyusun standardisasi Utilitas Kota;
e. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(Rl(A) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota;

f. mengoordinasikan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas) Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota;

g. menyiapkan bahan laporan Bidang Perencanaan Prasarana dan
Sarana Kota yang berkaitan dengan tugas Seksi Perencanaan
Utilitas Kota; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perencanaan Utilitas Kota.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengukuran dan Pemetaan

Pasal 27

(1) Bidang Pengukuran dan Pemetaan merupakan Unit Kerja lini Dinas
Tata Ruang dalam pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan.

(2) Bidang Pengukuran dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 28

(1) Bidang Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan
data dasar perkotaan secara numeris dan grafis untuk perencanaan
kota dan penerapan rencana kota.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengukuran dan Pemetaan mempunyaifungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengukuran dan Pemetaan;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pengukuran dan Pemetaan;
penyelenggaraan survei topografi dan pengolahan data dalam
rangka pembakuan peta dasar;
pengelolaan data digital dalam rangka pembakuan peta dasar
sebagai data dasar perencanaan;
pelaksanaan pematokan dalam rangka penerapan rencana kota;
menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi Bidang Pengukuran dan Pemetaan; dan
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengukuran dan Pemetaan. 

..

c.

d.

e.
f.

g.



Pasal 29

(1) Seksi Pengukuran Satuan Kerja Bidang
dalam pelaksanaan Pengukuran.

Pengukuran dan Pemetaan

(2) Seksi Pengukuran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengukuran dan Pemetaan.

(3) Seksi Pengukuran mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengukuran dan
Femetaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. inelaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Rengukuran dan Pemetaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. fnenyusun dan menyiapkan kebutuhan prasarana dan sarana
pengukuran;

d. melaksanakan survei dan pengukuran topografi tanah;
e. melaksanakan pengumpulan data lapangan untuk keperluan

perencanaan kota;
f. melaksanakan survei dan pengukuran kerangka dasar, kadaster,

utilitas dan kelautan;
g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pengukuran dan Pemetaan;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Pengukuran dan Pemetaan;

i. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengukuran dan Pemetaan
yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengukuran; danj. melaporkan dan mempertanggurrgjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengukuran.

Pasal 30

(1) Seksi Geoinformasi dan Jaringan Data Spatial Satuan Kerja Bidang
Pengukuran dan Pemetaan dalam pelaksanaan Geoinformasi dan
Jaringan Data Spatial.

(2) Seksi Geoinformasi dan Jaringan Data Spatial dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan.

(3) Seksi Geoinformasi dan Jaringan Data Spatial mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengukuran dan
Pemetaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tsidang
Pengukuran dan Pemetaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyiapkan, menyajikan dan memelihara peta dasar, peta wilayah
dan peta tematik dalam bentuk digital dan analog sebagai dasar
penyusunan rencana kota;

d. menyusun dan penyiapkan program komputerisasi pemetaan;
e. melakukan pemutakhiran peta dasar secara berkala;
f. menyiapkan sistem informasi dan kerja sama pengembangan

jaringan Sistenr Infcrmasi Geografis Nasional (SIGNAS);
g. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengukuran dan Pemetaan

yang berkaitan dengan tugas Seksi Geoinformasi dan Jaringan
Data Spatial; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Geoinformasi dan Jaringan pata Spatial.



Pasal 31

(1) Seksi Pemantauan dan Penerapan Rencana Kota Satuan Kerja
Bidang pengukuran dan Pemetaan dalam pelaksanaan Pemantauan
dan Penerapan Rencana Kota.

(2) Seksi Pemantauan dan Penerapan Rencana Kota dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengukuran dan Pemetaan.

(3) Seksi Pemantauan dan Penerapan Rencana Kota mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengukuran dan
Pemetaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pengukuran dan Pemetaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan dan pemantauan penerapan rencana
kota di lapangan;

d. memperbaharui data pemanfaatan ruang kota dan kedalamannya
secara berkala:

e. melaksanakan pematokan dalam rangka penerapan rencana kota;
f. melaksanakan pemantauan, pendataan dan pelaporan terhadap

implementasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan bangunan
dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;

g. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengukuran dan pemetaan
yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemantauan dan penerapan
Rencana Kota; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pemantauan dan Penerapan Rencana Kota.

Bagian Kedelapan

Bidang Tata Pertanahan

Pasal 32

(1) Bidang Tata Pertanahan merupakan Unit Kerja lini Dinas Tata Ruang
dalam pelaksanaanTata Pertanahan.

(2) Bidang Tata Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

(1) Bidang 'l-ata Pertanahan mempunyai tugas melakukan koordinasi
dalam penyediaan dan penatagunaan tanah, laut dan udara;
menghimpun dan mengkaji serta ffrenyusun rumusan peraturan
perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis terkait
dengan masalah pertanahan; mengoordinasikan penanganan masalah
pertanahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BiCang Tata Pertanahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tata pertanahan;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Tata
Pertarrahan;



c. penyusunan kebuakan dan pembinaan di bidang persediaan dan
penatagunaan tanah;

d. penyiapan bimbingan dan pengendalian di bidang persediaan dan
penatagunaan tanah;

e. pelaksanaan, pengumpulan dan pendokumentasian serta
pendistribusian peraturan perundangan di bidang pertanahan;

f. pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi pertanahan;
g. pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan perumusan kebijakan

hukum pertanahan;
h. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan

kebijakan pertanahan;
i. pelaksanaan inventarisasi masalah pertanahan dan

penyelesaiannya;
j. pengoordinasian penanganan masalah pertanahan;
k. penyelenggaraan advokasi terkait penyelenggaraan kegiatan

penataan ruang;
l. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas

dan fungsi Bidang Tata Pertanahan; dan
m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Tata Pertanahan.

Pasal 34

(1) Seksi Tatalaksana Pertanahan Satuan Kerja Bidang Tata pertanahan
dalam pelaksanaan Tatalaksana Pertanahan.

(2) seksi ratalaksana Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
BiCang Tata Pertanahan.

(3) Seksi Tatalaksana Pertanahan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Keria dan Anggaran (RKA) dan
Dokurnen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tata Pertanahan
sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Tata Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
mengkaji penatagunaan tanah;
mengelola dan memelihara sistem informasi pertanahan;
menyusun neraca penatagunaan tanah terkait neraca perubahan
penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penyajian ketersediaan
tanah terkait kegiatan penataan ruang kota;
mengkaji dokumen penguasaan tanah dan hak atas tanah;
mengkaji dokumen pendaftaran tanah dan kelautan;
mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tata
Pertanahan;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Tata Pertanahan;j. menyiapkan bahan laporan Bidang Tata Pertanahan yang berkaitan
dengan tugas Seksi Tatalaksana; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Tatalaksana.

Pasal 35

(1)seksi Penanganan Masalah Pertanahan satuan Kerja Bidang Tata
Pertanahan dalam pelaksanaan Penanganan Masalah Pertanahan.

b.

c.
d.
e.

f.
g.
h.



(2) Seksi Penanganan Masalah Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawafr dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Tata Pertanahan.

(3) $eksi Penanganan Masalah Pertanahan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokunren Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tata Pertanahan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Tata Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan fasilitasi dan mediasi penyelesaian masalah
pertanahan;

d. menyelenggarakan kegiatan advokasi terkait penyelesaian
sengketa penyelenggaraan kegiatan penataan ruang;

e. menghimpun dan menyajikan data dan informasi kepemilikan tanalr
sebagai bahan bagi kegiatan penataan ruang kota;

f. menyiapkan bahan laporan Bidang Tata Pertanahan yang berkaitan
dengan tugas Seksi Penanganan Masalah Pertanahan; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penanganan Masalah Pertanahan.

Pasal 36

(1) seksi Kebijakan dan Hukum Pertanahan satuan Kerja Bidang Tata
Pertanahan dalam pelaksanaan kebijakan dan hukum.

(2) Seksi Kebijakan dan l{ukum Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala
seksi yang berkedudukan di bawah cjan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Tata Pertanahan.

(3) Seksi Kebijakan dan Hukum Pertanahan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Tata pertanahan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Tata Pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. nrelakukan pengkajian hukum dan perundang-undangan;
d. melakukan pengendalian kebijakan pertanahan;
e. menghimpun dan menyajikan data pemanfaatan dan penyelesaian

masalah tanah kosong;
f . menyiapkan bahan laporan Bidang Tata pertanahan yang berkaitan

dengan tugas Seksi Kebijakan dan Hukum pertanahan; dan
g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Kebijakan dan Hukum Pertanahan.

Bagian Kesembilan

Bidang Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota

Pasal 37

(1) Bidang Peran serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota
merupakan unit Kerja lini Dinas Tata Ruang dalam pelaksanaan
pengemban peran serta masyarakat dan evaluasi rencana kota.

(2) Bidang felan serta Masyarakat dan Evaluasi dipimpin oreh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.



Pasal 38

(1) Bidang Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota
mempunyai tugas melaksanakan penyebarluasan informasi tata ruang
darr pertanahan kepada masyarakat, menyiapkan sarana publikasi dan
inforrnasi, menampung masalah dan pengaduan dari masyarakat
terkait rencana kota termasuk mengusahakan penyelesaiannya,
melaksanakan kerja sama dengan masyarakat dalam kegiatan
penataan ruang, menyelenggarakan pemutakhiran data,
menyelenggarakan penerapan manajemen mutu pelayanan dan
reniana kota serta melaksanakan evaluasi rencana kota.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota
mempunyaifungsi :

a. penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Peran Serta
Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota;

c. melaksanakan sosialisasi rencana tata ruang kepada masyarakat;
d. mempersiapkan sarana publikasi dan media informasi dalam

rangka penyebarluasan informasi dalam penyelenggaraan
penataan ruang;

e. menampung masalah dan pengaduan masyarakat terkait
penerapan rencana kota dan mengoordinasikan upaya
penyelesaiannya;

f. merencanakan dan mengoordinasikan bentuk kerja sama dengan
masyarakat;

g. mengkaji dan merencanakan dan mengevaluasi penerapan sistem
manajemen mutu pelayanan dan rencana kota;

h. melaksanakan pemutakhiran data perencanaan ruang pada media
informasi;

i. menyelenggarakan evaluasi rencana kota;
j. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Bidang Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota;
dan

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota.

Pasal 39

(1) Seksi Penyuluhan Satuan Kerja Bidang Peran Serta Masyarakat dan
Evaluasi Rencana Kota dalam pelaksanaan Penyuluhan.

(2) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota.

(3) Seksi Penyuluhan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Peran Serta Masyarakat dan
Evaluasi Rencana Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota sesuai
dengan lingkup tugasnya;



c' mengoordinasikan pexyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) dan Dokumen peraksallan Anggaran iopnl eioung"F*rJnSerla Masyarakat dan Evaluasi Rencanl"fotu,'d' mempersiapkan sarana dan. media proriLu"i'oan informasi dalamrangka penyebarruasan informaii - i"ik"it" penyerenggaraanpenataan ruang;
e' meraksanakan sosiarisasidan penyuruhan Rencana Kota;f. mengetota website Dinas faia nuJngl - '""'
g. melaksanakan monitoring peraksinaan sistem komputerisasipelayanan; -

Ir i::t:t9n-Sg-arakan kegiatan perpustakaan Dinas;r. mengoorOi,llsi!3n 
. penyusun€n laporan 

"1k*r"ngun, 
kinerja,kegiatan dan akunt"uititi"ibioang'Fe-;""' sJi" Masyarakat dbnEvaluasi Rencana Kota;j. menyiapkan bahan, raporan Bidang peran serta Masyarakat danEvaruasi Rencana Kot'a yang o"ir.r"it"n d";# seksi penyuruhan;

- 
&[ffim,,iil".mempertansgrrngjawabkan petaksanaan tugas

pasal 40

(1) seksi peran serta_Ma.syarakat satuan Kerja Bidang peran sertaMasyarakat dan_ Evatulii Run."nu Koti daram peraksanaanpengembangan peran serta nrr*y*"L"i'i"0" penyerenggaraanrencana ruang kota dan pertanahan.

(2) seksi peran g",.t" Masyarakat dipinrpin oreh seorang Kepara seksiyans berkedudukan di biwah o"i3gir1,g;ylgl;;;ab kepada KepataBidang peran serta nr"iv"i"r."ilan evaruasi Rencana Kota.
(3) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana 
|er1a .1f.. Anggaran (RKA) danDokumen peraksanaan nnlgaran (gpA) sio-ang peran serta

lff:fiX!"* dan Evalu"ti i"u"ncana kota'rurrJi densan ringkup
b. melaksanakan 

_ 
Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) BidanoPeran serta Masyarakat o* Evaruasi F6ncana Kota sesuar-_ dengan lingkup tugasnya;

c. menyiapkan mek-anisme dan prosedur peribatan peran sertaMasyarakat 
1ll-r, kegiatan penaiaan ruungi-""-.d' menyusun, mengoorlinasikan dan meilk.anatan kerja samade n ga n m asya ra k-at o ala m- leg iatan pe n ai";;;;; g ;e' mengembangkan kesadaran- 

-1in-i;"d;il"I"*"' masyarakat. 91uT penyelenggaraan p"n"t"un ruang;t. memfasiritasi peribatan hasyarakri-oii"n., penyusunan rencanatata ruang;
g' menampung masarah dan pengaduan serta memfasiritasi usuran

il1fi tH tlrl"J[]i|. 
densan perencanaan dan pe manraai;" ;;;

h. mengkaji dan merencanakan dan mengevaruasi penerapan sistemmanajemen nrutu perayanan dan rencana kota merarui kerja sama. dengan masyarakat;
t' menyiapkan bahan raporan Bidang peran serta Masyarakat danEvatuasi R"n:3L? xot'a vingGrrJitan 0""&"n'iugas seksi peran. Serta Masyarakat; dan 

r J - -
1' metaporkan dan rnempertanooungjawabkan peraksanaan tugasSeksi Feran Serta ruasy'arafiil" .i



Pasal 41

(1) Seksi Evaluasi Rencana Kota Satuan Kerja Bidang Peran Serta

Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota dalam pelaksanaan evaluasi

rencana kota.

(2) Seksi Evaluasi Rencana Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota.

(3) Seksi Evaluasi Rencana Kota mempunyai :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Peran Serta
Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang

Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun metodologi dan prosedur evaluasi pada berbagaijenjang
rencana kota;

d. melaksanakan evaluasi lembar rencana kota;
e. melaksanakan pemutakhiran dan pengayaan informasi lembar

rencana kota digital;
f. menyalin rencana tata letak bangunan yang telah diterbitkan ke

dalam lembar rencana kota digital dalam rangka pengendalian
pemanfaatan ruang kota;

g. melakukan pemantauan dan melaporkan kesesuaian ketetapan
rencana kota dengan lembar rencana kota;

h. menyelenggarakarr koordinasi penelitian secara periodik terhadap
penggunaan lembar rencana kota yang berlaku;

i. menyusun, menyimpan dan mengadakan kopi negatif serta
dokumentasi lembar rencana kota yang berlaku;

j. menyiapkan bahan laporan Bidang Peran Serta Masyarakat dan
Evaluasi Rencana Kota yang berkaitan dengan tugas Seksi
Evalurasi Rencana Kota; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Evaluasi Rencana Kota.

Bagian Kesepuluh

Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi

Pasal 42

(1) Suku Dinas merupakan Unit Kerja Dinas Tata Ruang pada Kota
Adnrinistrasi.

(2) Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas sefta secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.



Pasal 43

(1) Suku Dinas mempunyai tugas melaksanakan observasi lapangan,
kajian perkembangan fisik ruang kota, evaluasi pemanfaatan ruang,
serta perencanaan dan penataan kawasan tertentu dalam rangka
perencanaan ruang, prasarana dan sarana kota, penyampaian
informasi dan koordinasi teknis dalam rangka pemanfaatan ruang
kota, penerbitan izin pemanfaatan ruang dan rencana tata letak
bangunan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kota, dan
penyelenggaraan urusan pertanahan di tingkat wilayah Kota
Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Suku Dinas Tata Ruang mempunyaifungsi :

a. penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku Dinas;
c. pelayanan tata ruang, pertanahan, serta bangunan dalam batasan

tertentu;
d. pelayanan instansional di Bidang Tata Ruang;
e. perencanaan sistem dan pola jaringan transportasi serta sarana

pelengkapnya termasuk ruang untuk pejalan kaki dalam batasan
tertentu;

t. perencanaan pola tata air berupa jaringan saluran mikro daram
batasan tertentu:

g. penyampaian informasi dalam rangka pelayanan
masyarakat;

kepada

h. penerbitan lzin Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Letak
Bangunan;

i. penyusunan konsep dan/atau gagasan penataan lingkungan
tertentu dalam batasan tertentu berikut rancangan arsitektur ruang
kota beserta bangrrnannya;

j. pelaksanaan pemungutan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan
pertang gungjawaban retribusi daerah;

k. penerapan sistem teknologi informasi;
l. pelaksanaan observasi lapangan;
m. pelaksanaan kajian perkembangan fisik ruang kota;
n. penyusunan bahan masukan dalarn rangka evaluasi rencana kota;
o. penyelenggaraan pelayanan pertanahan;
p. pengelolaan dol<umen teknis administratif di tingkat Kota

Administrasi:
q, pengkajian dalam rangka penyediaan ruang mitigasi bencana;
r. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan seksi Dinas Tata Ruang

dan Pertanahan Tingkat Kecamatan;
s. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan

barang Suku Dinas;
t. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan suku

Dinas;
u. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara suku Dinas;
v. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Suku Dinas; dan
w. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Suku Dinas.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
suku Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf-w,
untuk teknis dan administrasi disampaikan kepada Kepala Dinas, dan
untuk operasional disampaikan Kepala suku Dinas kepada walikota.



Pasal 44

Suku Dinas Tata Ruang terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;

d. Seksi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Lahan;

e. Seksi Pengendalian Rencana;

f. Seksi Prasarana dan Sarana Kota:
g. Seksi Fertanahant dan

h. SubkelompokJabatan Fungsional.

Pasal 45

(1) subbagian Tata usaha merupakan satuan Kerja staf suku Dinas
dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas.

(2) subbagian Tata.Usaha dipimpin oleh seorang Kepara subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Keflala Suk[
Dinas.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suru Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku
Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. me.ngoordinasikan Penyusunan Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku Dlnas;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaruasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku Dinas;

e. melaksanakan pengelolaan kepeEawaian;
f. melaksanakanpengelolaankeuangan;
g. melaksanakan pengelolaan barang;
h. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
i. memelihara dan merawat prasarana dan iarana kerja;
i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban

kantor Suku Dinas;
k. melaksanakan pengelolaan ruang rapaupertemuan suku Dinas;l. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas;
m. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris

perleng kapan/peralatan kantor Suku Dinas;
menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/
peralatan/inventaris kantor Suku Dinas;
mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Suku Dinas;
menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan
tugas Subbagian Tata Usaha; dan

q. melaporkaLda! mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal 46

(1) seksi Pengukuran dan Pemetaan rnerupakan satuan Kerja lini suku
Dinas dalam pelaksanaan Pengukuran dan pemetaan.

n.

o.

p.



(2) seksi Pengukuran dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas.

(3) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokunren Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pelayanan masyarakat dan instansi di bidang
. pengukuran situasi, peta dasar dan peta tematik;

d. melaksanakan sistem komputerisasi pelayanan;
e. menyiapkan peta hasil ukur, baik untuk keperluan perencanaan
- maupun penerbitan izin pemanfaatan ruang;t. menyiapkan dan memelihara peta dasai dan peta tematik yang

digunakan untuk pelayanan masyarakat;
g. melaksanakan komputerisasi peta dasar di tingkat wilayah kota;
h. melaksanakan koordinasi pemutakhiran peta dJasar seiara terestris;i. melaksanakan pematokan daram rangka penerapan rencana kota;j melaksanakan dan menyusun program kbrja seksi pengukur"n oin

pemeraan;
k. menyiapkan_bahan laporan suku Dinas yang berkaitan dengan

tugas Seksi Pengukuran dan pemetaan; danl. melaporkan 
. 
dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Pengukuran dan pemetaan.

Pasal 47

(1) seksi .Pelayanan Perizinan pemanfaatan Lahan merupakan satuan
Kerja lini suku Dinas dalam perayanan perizinan pemanfaat"n ruung.

(2) seksi Pelayanan Perizinan pernanfaatan Lahan dipimpin oteh seorang
Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan'bertanggung jawa6
kepada Kepala Suku Dinas.

(3) seksi Pelayanan Perizinan pemanfaatan Lahan mempunyaitugas :

a. menyusuan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggarah (DpA) Sirku Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen peraksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. meneliti dan menyiapkan izin pemanfaatan ruang atas permohonan
masyarakat dan instansi;

d. melaksanakan sistem komputerisasi pelayanan;
e. melaksanakan pelayanan bangun bangunan dalam batasan

tertentu;
f. menyiapkan dan memelihara peta lembar rencana kota;
g. melaksanakan dan menyusun program kerja seksi pelayanan

Perizinan Pemanfaatan Lahan;
h. menyiapkan bah-a1 laporan yang berkaitan dengan pelayanan

Perizinan Pemanfatan Lahan;i. menerima dan memfasiritasi penyelesaian pengaduan masyarakat
mengenai pelayanan rencana kota;

i. menyiapkan bahan lap_oran suky Dinas yang berkaitan dengan
. tugas seksi Pelayanan perizinan pemanfaaianLahan; dan
k- melaporkan dan^mempertanggurrgjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Pelayanan perizinan pem-anfahtan Lahan.



Pasal 48

(1) Seksi Pengendalian Rencana merupakan.Satuan Kerja lini Suku Dinas
dalam pengendalian rencana kota.

(2) Seksi Pengendalian Rencana dipinrpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas.

(3) Seksi Pengendalian Rencana mempunyaitugas :

a. menyusuan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokurnen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan tugas ketataruangan
ditingkat Kecamatan;

d. melakukan monitoring dan nrengoordinasikan kegiatan pelayanan
rencana secara keseluruhan;

e. melaksanakan sistem komputerisasi pelayanan;
f. melakukan kajian terhadap usulan rencana tata letak bangunan

permohonan masyarakat;
g. melaksanakan kajian arsitektur dan kualitas ruang kota;
h. meneliti dan mengatur penyelesaian usulan rencana kota;
i. mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan masukan evaluasi

rencana tata ruang;
j. menyusun konsep dan/atau gagasan penataan lingkungan tertentu

dalam batasan tertentu;
k. melaksanakan pembinaan teknis komputerisasi pelayanan;
l. melaksanakan upaya pelibatan peran serta masyarakat;
m. melaksanakan dan menyusun program kerja Seksi Pengendalian

Rencana;
n. mengoordinasikan, mengolah dan menyusun program kerja Suku

Dinas;
o. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan

tugas Seksi Pengendalian Rencana; dan
p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Pengendalian Rencana.

Pasal 49

(1) Seksi Prasarana dan Sarana Kota merupakan Satuan Kerja lini Suku
Dinas dalam pelaksanaan pelayanan prasarana dan sarana kota.

(2) Seksi Prasarana dan Sarana Kota dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas.

(3) Sei<si Prasarana dan Sarana Kota menrpunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelal<sanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai
dengan lingkup trrgasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pendataan dan pelayanan pengernbangan
prasarana dan sarana kota mengacu kepada rencana kota dan/
atau usulan Unit terkait: i



d. melaksanakan sistem komputerisasi pelayanan;
e. melakukan kajian terhadap kondisi prasarana dan sarana kota;
f. merencanakan sistem dan pola jaringan transportasi serta Sarana

pelengkapnya termasuk ruang untuk pejalan kaki dalam batasan
tertentu;

g. merencanakan pola tata air berupa jaringan saluran mikro dalam
batasan tertentu;

h. melakukan kajian dan koordinasi dalam rangka penyediaan ruang
mitigasi bencana;

i. menyusun dan mengusulkan gagasan perencanaan beautifikasi
prasarana pada kawasan tertentu;

j. menampung dan memproses penyelesaian atas usulan dan
masalah yang berkenaan dengan prasarana dan sarana kota;

k. melaksanakan dan menyusun program kerja Seksi Prasarana dan
Sarana Kota;

L menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan
tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kota; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Prasarana dan Sarana Kota.

Pasal 50

(1) Seksi Pertanahan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam
pelaksanaan pelayanan pertanahan.

(2) Seksi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Pertanahan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana l(erja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menerima, meneliti dan memverifikasi berkas permohonan;
d. melaksanakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem informasi
pertanahan;

e. melaksanakan kegiatan pelayanan instansional di bidang
pertanahan;

t. mengumpulkan, mengolah, mengembangkan, menyajikan informasi
dan melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan dan perundang-
undangan di bidang perencanaan l'.ota, pelayanan ketataruangan
dan pertanahan;

g. menampung dan menyiapkan bahan penjelasan yang diminta
masyarakat;

h" menampung pengaduan dan mengusulkan penyelesaian dalam
masalah sengketa tanah;

i. melakukan kajian terhadap permasalahan pertanahan;
j. melaksanakan dan rnenyusun program kerja Seksi Pertanahan;
k. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan

tugas Seksi Pertanahan; dan
l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Pertanahan.



Bagian Kesebelas

Suku Dinas Tata Ruang Kabupaten Administrasi

Pasal 51

(1) Suku Dinas merupakan Unit Kerja Dinas Tata Ruang pada Kabupaten

Administrasi.

(2) Suku Dinas dipimpin oleh, seorang Kepala Suku. Dinas yang secara

teknis <Jan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di

barvah dan bertanggung jawab kepada Bupati'

Pasal 52

(1) Suku Dinas mempllnyai tugas melaksanakan observasi lapangan,' 
kajian perkembangan fisik ruang kota, evaluasi pemanfaatan ruang,

Serta perencanaan dan penataan kawasan tertentu dalam rangka
perencanaan ruang, prasarana dan sarana kota; penyampaian

informasi dan koordinasiteknis dalam rangka pemanfaatan ruang kota;

penerbitan izin pemanfaatan ruang dan rencana tata letak bangunan

balam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kgtg; dan

penyelenggJraan urusan pertanahan di wilayah Kabupaten

Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku

Dinas trempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;

c. pelayanan tata ruang, pertanahan, serta bangun bangunan dalam

batasan tertentu;
d. pelayanan instansional di bidang tata ruang;
e. perencanaan sistem dan pola jaringan transportasi serta sarana

ilelengkapnya termasuk ruang untuk pejalan kaki dalam batasan

tertentu;
f. perencanaan pola tata air berupa jaringan saluran mikro dalam

batasan tertentu;
g. penyampaian informasi dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat;
penerbitan izin pemanfaatan ruang dan rencana tata letak

bangunan;
penlusunan konsep dan/atau gagasan penataan.. lingkungan
iert6ntu dalam batasan tertentu berikut rancangan arsitektur ruang

kota beserta bangunannya.
j. pelaksanaan pemungutan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan- 

pertanggungjawaban retribusi daerah;
k. penerapan sistem teknologi informasi;
l. pelaksanaanobservasilapangan;
m. irelaksanaan kajian perkembangan fisik ruang kota;
n. penyusunan bahan masukan dalam rangka evaluasi rencana kota;

o. penyelenggaraan pelayanan pertanahan;
p. ilen!elotal'n dokumen ieknis administratif di tingkat Kota Administrasi;
q pengt<alian dalam rangka penyediaan ruang mitigasi bencana;
r. ileninin-aan teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Dinas Tata Ruang

dan Pertanahan tingkat Kecamatan;

h.

i.



s. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan

barang Suku Dinas;
t. pelakJanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku

Dinas;
u. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas;
v. menyiapkan bahan laporan dinas yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Suku Dinas; dan
w. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Suku Dinas.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w,
untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas
kepada Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku
Dinas kepada Bupati,

Pasal 53

Suku Dinas Tata Ruang Kabupaten Administrasiterdiri dari :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Kepala Suku Dinas;

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pengukuran dan Pemetaan;

Seksi Pengendalian Rencana;

Seksi Pertanahan; dan

Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2)

(3)

Pasal 54

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas
dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

Subbagian Tata Usaha mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
sesuai dengan lingkup tugasrrya;

c. mengoordinasikan penyusunalt Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
f. melaksanakan pengelolaan keuangan;
g. melaksanakan pengelolaan barang;
h. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
i. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban

kantor Suku Dinas;
k. melaksanakan pengelolaan ruang rapaUpertemuan Suku Dinas;
l. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas;



m. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris
perlengkapan/peralatan kantor Suku Dinas;

n. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapani
peralatan/inventaris kantor Suku Dinas;

o. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Suku Dinas;

p. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan
tugas Subbagian Tata Usaha; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

j Pasal 55

(1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan merupakan Satuan Kerja lini Suku
Dinds dalam pelaksanaan pelayanan Pengukuran dan Pemetaan.

(2) Seksi Pengukuran dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas.

(3) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pelayanan masyarakat dan instansi di bidang
pengukuran situasi, peta dasar dan peta tematik;

d. melaksanakan sistem komputerisasi pelayanan;
e. menyiapkan peta hasil ukur, baik untuk keperluan perencanaan

maupun penerbitan izin pemanfaatan ruang;
f. menyiapkan dan memelihara peta dasar dan peta tematik yang

digunakan untuk pelayanan masyarakat;
g. melaksanakan komputerisasi peta dasar di tingkat wilayah

Kabupaten;
h. melaksanakan koordinasi pemutakhiran peta dasar secara terestris;
i. melaksanakan pematokan dalam rangka penerapan rencana

Kabupaten;
j. melaksanakan dan menyusun program kerja Seksi Pengukuran dan

Pemetaan;
k. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan

tugas Seksi Pengukuran dan Pemetaan; dan
l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

Pasal 56

(1) seksi Pengendalian Rencana merupakan satuan Kerja lini suku Dinas
dalam pelaksanaan Pengendalian Rencana Kota.

(2) seksi Fengendalian Rencana dipimpin oleh seorang Kepala seksi
yang berkedudukan di bawah dan berianggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas.



(3) Seksi Pengendalian Rencana mempunyaitugas :

a. menyusuan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku
Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan tugas ketataruanqan
ditingkat Kecamatan;

d. melakukan monitoring dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan
rencana secara keseluruhan:
melaksanakan sistem komputerlsasi pelayanan;
melakukan kajian terhadap usulan rencana tata letak bangunan
permohonan masyarakat;
melaksanakan kajian arsitektur dan kualitas ruang Kabupaten;
meneliti dan mengatur penyelesaian usularr rencana Kabupaten;
mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan masukan
evaluasi rencana tata ruang;
menyusun konsep dan/atau gagasan penataan lingkungan tertentu
dalam batasan tertentu.
melaksanakan pembinaan teknis komputerisasi pelayanan;
menampung dan mengusulkan penyelesaian atas pengaduan
tentang kegiatan pelayanan rencana Kabupaten;
melaksanakan upaya pelibatan peran serta masyarakat;
melaksanakan dan menyusun program kerja Seksi pengendalian
Rencana;

o. meneliti dan menyiapkan izin pemanfaatan ruang atas permohonan
masyarakat dan instansi;

p. melakukan kajian dan koordinasi dalam
mitigasi bencana;

rangka penyediaan ruang

q. melaksanakan pelayanan bangun bangunan dalam batasan
tertentu;

r. menyiapkal dal memelihara peta lembar rencana Kabupaten;
s. melaksanakan kegiatan pendataan dan pelayanan pengembangan

prasarana dan sarana Kabupaten mengacu kepad-a rencina
Kabupaten dan/atau usulan Unit terkait:

t. melakukan kajian terhadap kondisi prasarana dan sarana kota;
u. perencanaan sistem dan pola jaringan transportasi serta sarana

pelengkapnya termasuk ruang untuk pejalan kaki dalam batasan
tertentu;

v. perencanaan pola tata air berupa jaringan saluran mikro dalam
batasan tertentu;

w. melakukan kajian terhadap kondisi prasarana dan sarana
Kabupaten;

x. menyusun dan mengusulkan gagasan perencanaan beautifikasi
prasarana pada kawasan tertentu;

y. menampung dan memproses penyelesaian atas usulan dan
masalah yang berkenaan dengan prasarana dan sarana
Kabupaten;

z. menyiapkan_bahan laporan suku Dinas yang berkaitan dengan
tugas Seksi Pengendalian Rencana; dan

aa. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengendalian Rencana.

Pasal 57

(1) seksi Pertanahan merupakan satuan Kerja lini suku Dinas datam
pelaksanaan pelayanan pertanahan. 

..

e.
f.

g.
h.
i.

j.

k.
L

m.
n.



(2)

(3)

Seksi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

Seksi Pertanahan mempunyaitugas :

a. menyusuan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menerima, meneliti dan memverifikasi berkas permohonan;
d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sistem informasi

pertanahan;
e. melaksanakan kegiatan pelayanan instansional di bidang

pertanahan;
f. mengumpulkan, mengolah, mengembangkan, menyajikan informasi

dan rnelaksanakan sosialisasi tentang kebijakan dan perundang-
undangan di bidang perencanaan Kabupaten, pelayanan
ketataruangan dan pertanahan;

g. menampung dan menyiapkan bahan penjelasan yang diminta
masyarakat;

h. menampung pengaduan dan mengusulkan penyelesaian dalam
masalah sengketa tanah;

i. melakukan kajian terhadap permasalahan pertanahan;
j. melaksanakan dan menyusun program kerja Seksi Pertanahan;
k. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan

tugas Seksi Pertanahan; dan
L melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Pertanahan.

Bagian Keduabelas

Seksi Dinas Tata Ruang Kecamatan

Pasal 58

(1) Seksi Dinas Tata Ruang Kecamatan merupakan Unit Kerja Dinas
Tata Ruang pada Kecamatan di bawah Suku Dinas.

(2) Seksi Dinas Tata Ruang Kecarnatan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas serta secara
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat.

Pasal 59

Seksi Dinas Tata Ruang Kecamatan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
d. menerbitkan izin pemanfaatan ruang dalam batasan tertentu;



e.mene|itidanmengusulkanrancangantata|etakbangunanda|am
batasan tertentu;

f.menelitidanmengusulkangagasanrencanakotada|amlembar

g.
h.

rencana kota;
melaksanakan sistem komputerisasi pelayanan;

melaksanakan p*unturbn, penditaan dan pelaporan terhadap

irpG*-"tasi petat<s;;;; p-emanfaatan tahan dan bangunan dalanr

rangka pengendalian pemanfaatan ruang;

memfasilitasi penyusunan rencana tati ruang yang berbasis pada
L

j.
k.

L

masYarakat;
melaksanakan sosialisasi rencana
melakukan kajian dan koordinasi
mitigasi bencana dan ruang-ruang
melaksanakan Pemutakhiran Peta

kota kepada masYarakat;
dalam rangka PenYediaan ruang

publik;
dasar bekerja sama dengan Seksi

Pengukuran dan Pemetaan;
m. men-erbitl<an surat ketetapan retribusi daerah;

n. mengajukan usulan kebutuhan operasional kantor;

o. mela-ksanakan dan menyusun prograrn kerja seksi Dinas Tata Ruang

Kecamatan;
p. *"nyruun laporan keuangan, k]nerja dan kegiatan akuntabilitas seksi;

A. menyiapt<an bahan laporJn Suku Dinas yang berkaitan dengan Seksi
' 

Dinas Tata Ruang Kecamatan; dan

r. melaporkan dan 
"mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi

Di,t?s Tata Ruang Kecamatan'

Bagian Ketigabelas

Kelompok Jabatan [:ungsional

Pasal 60

(1) Dinas Tata Ruang dapat mempunyai Jabatan Fungsional

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas_sesuai dengan Jabatannya

paia susunan organisasi struktural Dinas Tata Ruang'

Pasal 61

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
''' Frngrional aiu"nirt Keloripok Jabatan Fungsional untuk lingkup

Dinis dan Subkelompok Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau

Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan subkelompok Jabatan Fungsional

sebagaimana Oimat sud- pada ayat (1).dipimpin oleh seorang Ketua

Kelorirpok Jabatan Fungsional- dan Ketua Subkelompok Jabatan

Fungsionaf Va.g-bert<eOiOutan di bawah dan bertanggung jawab

fepJOa Kepita Dinas dan Kepala Suku Dinas'

(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan'Ketua Subkelompok Jabatan
' ' Fungsional ienagaimana dimaksud pada aV?J (2) diangkat oleh

Xepita Oinas- Oiii Pejabat Fungsional y?ng dihormati di kalangan
pejabat funlsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan,

tceahtian dan integritas) yang dimiliki'

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas Tata

Ruang diatur dengan Peraturan Gubernur'



BAB IV

TATA KERJA

Pasal 62

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Tata Ruang wajib
taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kepala Dinas Tata Ruang mengembangkan koordinasi dan kerja sama
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah
dan/atau lnstansi Pemerintah terkait dalam rangka meningkatkan
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 63

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
dan pegawai pada Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya wajib
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simplifi kasi, aku ntabil itas, transparansi, efektivitas dan efi siensi.

Pasal 64

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Tata Ruang wajib memimpin,
mengoordinasikan, mengarahkan, menrberikan bimbingan, memberikan
petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan
masing-masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Subbagian, Para Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional dan pegawai pada Dinas Tata Ruang wajib mengikuti dan
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
pada Dinas Tata Ruang wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-
langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan
dan/atau ind ikasi penyimpangan.

Pasal 66

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional dan pegawai pada Dinas Tata Ruang wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.



(1)

Pasal 67

Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana
melaksanakan penrbinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pelaporan terhadap Dirtas Tata Ruang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 68

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tata Ruang merupakan Pegawai
Negeri Sipil Daerah.

(2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian negara.

(3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Dinas Tata Ruang
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan
Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 69

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 70

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Tata Ruang merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 71

(1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas Tata Ruang sebagai prasarana
dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan
daerah yang tidak dipisahkan.

(2)



(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah
dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
barang milik negara/daerah.

Pasal 72

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Dinas Tata Ruang
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian
hibah dan bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan
barang daerah.

(2) Penerimaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daerah selallu Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 73

(1) Dinas Tata Ruang menyusun dan menyampaikan raporan berkala
tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara rain meriputi
laporan :

a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
b. keuangan dan kinerya;
c. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan

sarana kerja;
d. akuntabilitas: dan
e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 74

Dalam ralgka akuntabilitas Dinas Tata Ruang mengembangkan sistem
pengendalian internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 75

Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tata
ruang oleh Dinas Tata Ruang dilaksanakan :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengeroraan dan
tanggung jawab keuangan negara;

b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan

c. Inspektorat ,



BAB X

KETEI"ITUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Keputusan Gubernur Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tata Kota; dan

2. Keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2002 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Pemetaan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juti 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Diundangkan di Jakarta
Padatanggal 5 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAI(ARTA
TAHUN 2OO9 NOMOR IzT

IBUKgTA JAKARTA,



Nomor
Tanggal

122 TAHUN 2OO9

27 Juli 2009
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